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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, maka untuk meningkatkan
kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk
meningkatkan pendapatan serta memberdayakan
masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha
ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan
Usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 97), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4870;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU

Menetapkan

TENGAH

Dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu

Tengah;



10.

11.

12.

13.

14.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bupati adalah Kepala Daerah Bengkulu Tengah;

Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Tengah;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal —
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa;

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu
Tengah;

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau
nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya;

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan
oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat
penetapan,;

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah
usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh Pemerintah Desa yang
kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan Masyarakat;

Usaha Desa adalah jenis Usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa
seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan
hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.



(1)

(2)

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berbadan hukum.

Terhadap usaha desa yang sampai saat ini belum berbadan hukum
harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang- undangan yang
berlaku.

Tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa
dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara
Pemerintah Desa dan BPD dengan mengacu pada kebutuhan dan
potensi desa setempat.

Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Syarat pembentukan BUMDes :

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan
musyawarah warga desa;

b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok;

d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal, terutama  kekayaan desa;

e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang
terakomodasi; dan

g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli
desa.

Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tahap :

a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang kurangnya
berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem
pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;



